
Menimbang : a.

: 1.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR Ih.TAHLiN 2OIO

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAFI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

bahwa berdasarkan peraturan Me'teri Dalar, Negeri Nomor l3
Tahun 2006 paial z3g yang menyatakan bahwa kepala daerarr

menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan;

bahwa berdasarkan eanun Kabupaten Aceh Singkil Nornor 06
Tahun 2008 Tentang pengeloraa'Keuanga' Aceh singkil, pasal

229.

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dirnaksucl daram
huruf a dan untuk tertib admi'istrasi pengelolaan keuangan

daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Singkil tentang
Kebijakan Akuntansi pemeri.tarr Daerah Kabr.rpaten Aceh
Singkil;

undang-undang Nomor l4 Tah'' r999 tenta'g pembentukan

Kabupaten Aceh singkil (Lernbaran Negara Rep'brik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 48, Tambarra' I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor.);

undang-undang Nomor 28 Tah,n r999 te'targ penyelerggaraall

Negara ya'g Bersih dan Bebas Ko*rpsi, I(or,si clan Nepotisme ;

b.

c.

2.

Mengingat



2. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indo'esia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembara' Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahur 2004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Rep'blik I'cronesia Tahun 2a04

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanga' Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambalian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);;

5. undang-undang Nomor 32 Tah'rn 2004 tentang pemerin Jhun

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20a4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana terah dirbah cle'gan undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang peretapan peratnran pemerintah

Pengganti undang-undang Nonor 3 Tah'n 2005 tentang
Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l0g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 454g);

6. undang-undang Nomor 33 Tahu'r 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara pemerintah pusat dan peprerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 443g);

7- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Taliu'2001 tentang pembinaan

dan Pengawasan atas penyele'ggaraan pemerintarran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4r,
Tambahan Lembaran Negara Rep,blik Indonesia Nomor a090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tah'' 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, I'arnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);



9- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar
Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a503);

10. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambaha' Lembaran Negara Repubrik Indo'esia
Nomor 4574);

ll.Peraturan pemerintah Nomor 55 tarrun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rep*blik Indonesia
Nomor 4575);

12. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahr-rn 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indo'esia Tarrun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a571);

13. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 pengeroraan

Keuangan Daerah (Lembara' Negar-a Repubrik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambarran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4579);

14. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang peraporan

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Norn or 25,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

l5' Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahur 2007 tentang
Perubahan atas peraturan Menteri, Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman per-rgelolaan Keuangan Daerah;

l7' Qanun Kabupaten Aceh singkil Nonior 06 Tahun 200g rentpng
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembar Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 200g Nomor 163). .



Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan bupati ini yang climaksr_rd dengan :

l. Pemerintahan Daerah Kabr.rpaten Aceh singkil adalah
penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten Aceh si'gkir dan Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Aceh si'gkil yang sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing_masing;

2. Bupati Aceh Sfurgkil adalah Kepala pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih ,mclalui.suaru
proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali mpr.upakan rencana
keuangan tahunan pemeri'tah Aceh Singkil yang clibahas dan
disetujui bersama oleh Bupati da' DPRD serta ditetapkan
dengan Qanun;

4. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan;

5' Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna ba'ang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan aku'tansi dan menyusrm laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan;



l

6- Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
adalah dokumen yang berisikan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh singkil selama satu

periode pelaporan;

7. Laporan Realisasi Angaran adalah ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

daerah, yang menggambarkan perbanclingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan;

8. Neraca adalah dokumen yang menyaiika'posisi keuangan entitas
akuntansi/pelaporan pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan
ini dibuat untuk menyajika' info'rnasi rceuangan yang dapat
dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana;

9. Laporan Arus Kas adalah dokumen yang berisikan informasi
tentang sumbei, penggunaan, pe*rbahan kas dan setara kas,

selama satu periode akuntansi, dan saldo kas cran setara kas pada

tanggal pelaporan.

10. catatan atas Laporan Keuangan aclalah dokumen yang Disajikan
secara sistematis oleh entitas pelaporan yang sesuai dengan
st6ndar Akuntansi pemerirtahan, dirnana setiap pos dalarn
Laporan Realisasi Anggara'. Neraca, clan Laporan Arus Kas,
harus mempunyai referensi silang denga' inforrnasi terkait dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan. ,

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipillih oleh pe'reri'tah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



Pasal 8

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar

penyajian dan pengungkapan yang cliper.lukan pada catatan Atas

Laporan Keuangan yang men"llnr hal-hal yang mempengaruhi

pelaksanaan anggaran seperti kebijakan tiskal dan moneter, sebab-

sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan

realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-

angka yang dianggap perlu untuk dijelashan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah

pengukuran, dan pengungkapan dalam

ekuitas dana, pendapatan, belanja,

penyaj iannya dalam laporan keuangan.

mengatur dasar pengakuan,

akuntansi aset, kewajiban,

dan pembiayaan serta

Pasal l0
Kebijakan akuntansi pemeri'tah daerah mergatur perlakuan

akuntansi atas koreksi kesalar-ran, per-ubahan kebijakan akuntansi, dan
peristiwa luar biasa.

Pasal I I

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan

laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi
SKPD dan PPKD dalam rangka rnenyajikan laporan keuangan

pemerintah daerah untuk tujuan LrmLur demi meningkatkan kualitas
dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal I 2

Ketentuan lebih lanjut secara rinci rnengenai Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupate' Aceh singkil sebagimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang meliputi

l. LampiranA : Kerangka Konseptural Kebijakan pemerintah

Daerah Kabupaten Aceh Singkil



memerintahkan perundangan dengan penerrpatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tangg at ..2..0...e.5.*?y1.-69:.*gr0 "

/ BUPATI ACEH STNGKIL \

Diundangkan di Singkil

pada rangg at .!I...? g. *g*. :t . *9.H.:
SEKREARIS DAERAH ,/

KABUP\TN ACEH SINGKIL.,4- vr -->
M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHLTN 2oto NoMoR ..llt.,

MAI(MUR SYAHPUTRTA'


